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PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 1TAHUN aOLO

TENTANG

POKO}GPOKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 151
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 33O ayat
($ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OOG

tentang Pedoman Pengelolaan Keuan$an Daerah
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2OA7 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negieri Nomor 13 Tahun 2006'
perlu diatur tentangl Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

UndangrUndang Nomor 24 Tahun 1956 tentan$ Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Ne$era

Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan
Lembaran Negera Republik lndonesia Nomor 1103);

UndangrUndang Nomor 2A Tahun 1999 tentang
Penyelenggataan Negara yangl Bersih dan Bebas dari Korupsi,

dan Nepotlsme (Lembaran Ne$ara Republik lndonesia Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Ne$ara lndonesia Nomor

3851;

UndangUndang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Keuan$an

Negiara (Lembaran Negara Republik lndonasia Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

undang-undang Nomor l Tahun 2OO4 tentang Perbendaha(aan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OA4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4355);

Unilang{Jndang Nomor 15 Tahun 2OA4, tentang Pemerlksaan
Pengelolaan dan Tanggung'iawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 44OO);

undangr-undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AA4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang:undang Nomor 72 Tahun 2OOB tentan$
perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NeElara Republik
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lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia nomor 4a4$;

Undangrundang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perlmbangan
Keuangan Antara Pemerlntah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pa|ak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OO0 tentan$ Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Ne$ara
Nomor 63 Tahun 2OOO, Tambahan Lembaran Negara 3955);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2OOO tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Nomor 64
Tahun 2OOO, Tambahan Lembaran Negara 3956);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OOO tentan$
Penyelengigiaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 66 Tahun 2000, Tambahan
Lembaran Negara Republlk lndonesia Nomor 3957);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentan$
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anglglota
Dewan Penrakllan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republlk
lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kall, terakhlr den$an Peraturan Pemerlntah Nomor 21
Tahun 2OO7 tentang Perubahan Keti$a Atas Peraturan
Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 471.2);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentan$
PenElelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republlk lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 45O2\;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OOS tentan$ Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republlk
lndonesia Nomor 45O3);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentan$ Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
PerimbangBn (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2AA5 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republlk
lndonesia Nomor 4575)l
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO5 tentang Hibah
Kepada Daerah {Lembaran Neggra Republik lndonesia Tahun
2OO5 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor a577\;

Peraturan Perfierintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OOS tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 15O,
Tambahan Lembaran Negpra Republik lndonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20Os
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor a5$);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OOG tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO8
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2OOG tentang Pengielolaan Barang Milik Negara,/Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2OOg Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Laporan
Keuan$an dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 46L4);

Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang PembaEtran
Urusan Pemedntahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OA7 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2AO7 Nomor 83)

Keputusan Presiden Nomor 8O Tahun 2OO3 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barangl/lasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2OO7;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7
tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2OO6;

Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 16 Tahun 2OA7 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
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Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang! Milik Daerah;

Peraturan Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2OA7 tentang
Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2OO7 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggun$awaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang PenJabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OOG tentan$ Rencana
Pembangunan Janglka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2OO&2OO9 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2OO6 Nomor 3 Seri E Nomor 2);
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun
2OOB tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah ProvinsiSumatera Utara Nomor 6);
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun
2OOB tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretarlat DPRD Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
Peraturan Daerah Provlnsl Sumatera Utara Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2OOB Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
ProvinsiSumatera Utara Nomor 8);
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun
2OOg tentang Organisasl dan Tata KerJa Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang Organlsasi dan
Tata KerJa Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OOg Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor
L7)
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Den€lan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMTFTT,JSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLMN
KEUANGAN DAERAH.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republlk lndonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.

2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD

Provinsi Sumatera Utara.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

5. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Utara sebagai unsur penyeleng$ara pemerintahan daerah.

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara.

7. Daerah otonom, selanJutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yan$ berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan asplrasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
lndonesia.

L Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangfia
penyelenglgfaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.

g. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegliatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggun$awaban, dan
pengawasan keuan$an daerah'

10. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Gubernur/
Wakll Gubernur dan Satuan KerJa Perangkat Daerah-

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanJutnya disebut SKPD adalah perangkat

daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna angaran/pengguna barang'

12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yan$ selanJutnya disebut SKPKD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggarcn/pengguna
baran€, yang iugla melaksanakan pengelolaan keuan$an daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oteh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang

karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenglglarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.
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15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala
satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

L7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebag$an tugas BUD.

18. Pengguna Anggaran adalah peiabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untult melaksanakan tugas pokok dan fungBiSKPD yang dipimplnnya.

19, Pengguna Barang adalah peJabat pemegang kewenangan penglgunaan baran$
milik daerah.

2O. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebaglan kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan seba$ian tugas
dantungpi SKPD.

21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPIGSKPD

adalah peJabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SXPD.

22. Pelabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanJutnya disebut PPTK adalah pejabat
pada unlt kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegliatan dari suatu
pro€iram sesuai den$an bidang tu$asnya.

23. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat FungSional yang dituniuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggu n$awabkan uanE
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

24. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang dituniuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertan!$un$iawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada

SKPD.

25. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas
akuntansl yang menurut ketentuan peraturan perundan$-undangan waJib

menyampaikan laporan pertangglun$awaban berupa laporan keuangan.

26. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna angaran/pengl€luna baran$
dan oteh karenanya wajib menyelengglarakan akuntansi dan menyusun laporan

keuan$an untuk di€iabungfian pada entitas pelaporan'

27. llnit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
program.

28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD

adalah dokumen perencanaan untuk perlode 5 (lima) tahun.

2g. Rencana Pembanglunan Tahunan Daerah, selanJutnya disebut Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

30. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanlutnya dlsebut TAPD adalah tim yang

dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah
yang mempunyai tugas menyiapkan serta melal<sanakan kebijakan kepala daerah
dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana

daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan'

3l-. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun.
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32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adatah
rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal an€Elaran yangf diberakan
kepada SKPD untuk setiap proglram sebagai acuan dalam penyusunan Rlfi-SKPD
sebelum disepakati dengan DPRD.

33. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai
dasar penyusunan APBD.

34. Kerangka Pen$eluaran Jan$ka Menen$ah adalah pendekatan penganggaran
berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan
tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, deng5n
mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada
tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

35. Prakiraan MaJu (foruard estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk
tahun anglglaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menJadi dasar
penyusunan anggaran tahun berikutnya.

36. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai
sehubun$an dengan penggunaan anElgaran dengan kuantitas dan kualitas yang
terukur.

37. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan
tahunan yan$ dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna
melaksanakan kegiatan pemerintahan yang dldasarkan pada prinsip pencapaian
efisiensl alokasi dana.

38. Fung5i adalah penvujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang
dilaksanakan dalam rangika mencapai tujuan pembangunan nasional.

39. Urusan Pemerintahan adalah fungpl{ungBi Pemerintahan yang menJadi hak dan
kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan
mengurus fungsFfungsi tersebut yang menjadi kewenanglannya dalam rangka
melindun gi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat,

4O. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

47.. Kegialan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit
kerja pada SKPD sebagai ba$an dari pencapaian ssaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai rnasukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk baran$,/lasa.

42. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran
yang diharapkan dari suatu ke$iatan.

43. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukungl pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kebijakan.

44. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
dari kegiatan-kegiatan dalam satu progiram.

45. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
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46' Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerahyang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeiuaran daerah pada bank yang
ditetapkan.

47. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
48. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
49. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih.

50. BelanJa Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

51. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih leblh antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

52. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

53. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
danlatau pengeluaran yang akan diterima kemball, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

54. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLpA adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anElglaran selama satu periode
anggaran.

55- Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima
seJumlah uang atau menerima manfaat yang bernilal uang dari pihak lain sehingga
daerah dibebanl kewaJlban untuk membiayai kembali.

56. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah
dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perJanjlan atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangrndangan atau
akibat lainnya yang sah.

57. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah danr/atau
kewaJlban pemerintah daerah yang dapat dinllal dengan uanE berdasarkan
peraturan perundangundangan, perJanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang
sah,

58. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi datam satu tahun
an€garan.

59' lnvestasi adalah pen€lglunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti
bunga, deviden, royalti, manfaat soslal dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

6O. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA€KPD adatah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan angplaran oleh pengfiluna anggaran.

61. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan yan$ldi$unakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh
pen€guna anggaran.

62. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang
cukup guna mendanai pelaksanaan ke$atan dalam setiap periode.
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63. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana untuk rnelaksanakan kegiatan sebagai dasar
penerbitan SPP.

64. Surat Permintaan Pembayaran yangiselanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
ke$latan / benda hara pengeluara n untuk mengaj ukan permi ntaa n pembayaran.

65. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang
bersifat pengisian kembali (revolvin$ yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran lang5ung.

66. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanJutnya disebut SPP€U adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

67. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU adalah dokumen
yangi diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang
persediaan guna melaksanakan ke$atan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak
dapat digunakan untuk pembayaran lan€Fung dan uang persediaan.

68. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-IS adalah dokumen yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada
pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya
dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

69. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang
di€unakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuan pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

7O. Surat Perlntah Membayar Uang Persedlaan yang selanJutnya dlsebut SPM-UP
adalah dokumen yangl diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang
dlpergunakan sebagal uang persedlaan untuk mendanal keglatan.

71. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM€U
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbltan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya
dipergunakan untuk mengg3nti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

72. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut
SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pen€lgluna anggaan/kuasa
pengguna anEgaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD,
karena kebutuhan dananya melebihi darijumlah batas pagu uang persediaan yang
telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

73. Surat Perintah Membayar Langpung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah
dokumen yan$ diterbltkan oleh pengfluna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

74. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanJutnya tlisebut SP2D adalah dokumen
yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD
berdasarkan SPM.

75. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

76. Kerugian Daerah adalah kekurangian uang, surat berhar€a, dan baran$ yang nyata
dan pasti jumlahnya sebag3i akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalal.
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77. Badan Layanan Umum Daerah yang selanJutnya disebut BLUD adatah SKpD/unit
kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang danlatau
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungian, dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas,

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan

pinjaman;

b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan
membayar tagihan pihak ketiEla;

c. penerimaan daerah;
d. pengeluaran daerah;
e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat

berharga, piutan$, barang, serta hak-hak laln yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangtka
penyelen€garaan tugas pemerintahan daerah dan/ alau kepentingan umum.

Pasal 3

Penllelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. azas umum pengelolaan keuan$an daerah;
b. kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. struktur APBD;
d. penyusunan dan penetapan APBD;
e. pelaksanaan Anggaran Pendapatan, BelanJa Dan Pembiayaan Daerah;
f. perubahan APBD;
g. penatausahaan keuangan daerah;
h. pengelolaan kas;
i. pertanglglun$awabanpelaksanaanAPBD;
j. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
lc penyelesaian kerugian daerah;
l. pengaturan pengelolaan keuangan daerah; dan
m. pengelolaan keuangan BLUD.

Ba$an Ketiga
Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundan$undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertangffilung jawab dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi
yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

(1)

(2)



-L1,-

BAB II
KEKUASMN PENGELOLMN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasan pengelolaan Keuan€'an Daerah

Pasal 5

(1) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah Gubernur.

(2) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangpn:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan ApBD;
b. menetapkan kebiJakan tentang pengelolaan barang daerah;
c. menetapkan kuasa pengguna angaran/pengguna barang;
d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan

daerah;
t. menetapkan peJabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang

daerah;
g. menetapkan pejabat yang bertuglas melakukan pengelolaan barang milik

daerah; dan

h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan
memerlntahkan pembayaran.

(3) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
sebagalmana dimalsud pada ayat (1) mellmpahkan sebagian atau seluruh
kekuasaannya kepada:
a. Sekretaris Daerah sebagai Koordlnator Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Kepala SKPKD selaku PPKD;

c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggiaran/barangdaerah.

Ba$an Kedua
Koordinator Pen$elolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

(1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebaEalmana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) huruf a mempunyaitugas koordinasl di bidang:
a, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

d. penyusunan Ranperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD;

e. tugaetugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan peJabat pengawas keuangan
daerah;

l. penyusunan laporan keuanglan daerah dalam rcngka pertanggun$awaban
pelaksanaan APBD.

(2) selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris Daerah mempunyai tugas:
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a, memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
b. menyiapkan pedoman pelaksanaan ApBD;
c. menyiapkan pedoman pengelolaan barangdaerah;
d. memberikan persetujuan pengesahan DpA-sKpD/DppA-sKpD; dan
e' melaksanakan tugaltugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
(3) Sekretaris Daerah selaku koodinator pengelolaan keuangan daerah

bertanggungiawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) kepada Gubernur.

Bagian Ketigla
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 7

(1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal5 ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:
a- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. menwsun rancangan APBD dan rancangan perubahan ApBD;
c' melaksanakan pemunglutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah;
d. melaksanakan fungsi BUD;

e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD; dan

f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Gubernur.

(2) Tugas Kepala SKPKD setaku ppKD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
huruf c, dilaksanakan oleh satuan kerJa perangkat daerah yanE melaksanakan
fungsi pemungutan pendapatan daerah.

(3) PPKD dalam melaksanakan fungBinya selaku BUD beruenangl:
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan ApBD;
b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan ApBD;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengetuaran

kas daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f. menetapkan SPD;
g, menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama

pemerintah daerah;
h. melaksanakan sistem akuntansidan pelaporan keuangan daerah;
i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

i. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang
milik daerah.

(4) Wewenang PPKD datam melaksanakan fungslnya selaku BUD sebagiatmana
dimaksud ayat (3) huruf e, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang
melaksanakan fun glsi pemungutan pajak daerah ;
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(5) Wewenang PPKD dalam melaksanakan fungpinya setaku BUD sebaEaimana
dimaksud ayat (3) huruf j, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerahlunit
kerja yan$ melaksanakan fungsi pengelolaan barang daerah serta penghapusan
barang milik daerah;

(6) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola
keuangan daerah selaku kuasa BUD;

(7) PPKD bertanglgfunE jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) ditetapkan
dengan keputusan Gubernur.

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan SP2D;

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank
danlatau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

e. men$usahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
t. menyimpan uang daerah;
g, melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan

investasi daerah;

h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran
atas beban rekening kas umum daerah;

i. melakukan pemotongan transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) belanja
pe$awai yang berasal dari Belanja Tidak LangSung dan menyetorkan ke
rekening kas daerah;

j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
k. melakukan pengelolaan utang dan piutangf daerah; dan
l. melakukan pena$han piutang daerah.

(3) Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelal<sanaan tugasnya kepada BUD.

Pasal 9

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD untuk
melaksanakan tugaetugas sebagai berikut:

a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

b. melakukan penElendalian pelaksanaan APBD;

c. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama
pemerintah daerah;

d, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

e. menyajikan informasi keuangan daerah;

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
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Pasal 1O

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyaitugas:
a. menyusun RKA€KPD;
b. menyusun DPA€KPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anEgaran
belanJa;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. melaksanakan pemungutan penerimaan daerah bukan pajak;
g, mengladakan lkalan/perJanjlan kerJasama dengan plhak laln dalam batas ang1aran

yang telah ditetapkan;
h. menandatanganl SPM;

i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungiawab SKPD yang dipimpinnya;
j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungiawab

SKPD yang dlpimplnnya;
k. melakukan penelesahan SPJ;

l. menyusun dan menyampaikan laporan keuan€lan SKPD yang dipimpinnya;
m. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
n. melaksanakan tugas.tugas pengguna anglglaran/pengguna barang lainnya yang

berdasarkan kuasa yan$ dilimpahkan oleh Gubernur; dan
o, bertanggungiawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah.

Ba$an Kellma
Pefabat Kuasa Pengguna Anggareip/Kuasa Penguna Barang

Pasal 11

(1) Pejabat pengguna ang$arcn/pengguna barang dalam melaksanakan tugas'tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna
an#aran/ kuasa pengguna barang.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pertlmbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran Jumlah uang
yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan/atau
pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pelimpahan seba$an kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Gubernur atas usul kepala SKPD.

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengaklbatkan pen$eluaran atas beban
anggaran belanja;

b. melaksanakan ang$aran unit kerja yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayarcni

d. mengadakan lkatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;

e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
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f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
g. melaksanakan tu$as-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan

kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
(5) Kuasa pengguna an{$aran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksucl pada

ayat (1) bertanglgrung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna
ang$aran/ pengguna ba ra ng!

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 12

(1) PeJabat pengguna angaran/pen€guna barang dan/atau kuasa pengguna
an$aran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program aaiyAtau
kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKpD selaku ppTK.

(2) Penuniukan peJabat sebagaimana dimaksud pada ayat (t) berdasarkan
pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegatan, beban kerja, lokasi,
dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objekif lainnya.

(3) PPTX yang ditunJuk oteh peJabat pengguna ang*aran/pengguna barang
seba$aimana dimaksud pada ayat (1) bertan€dun€ jawab atas pelaksanaan
tu gasnya kepada pen ggu na anggar an / pen gfuna ba ran g;

(4) PPTK yangl ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan
tu$asnya kepada kuasa penglguna anggaran/kuasa pengguna barang.

(5) PPTK mempunyai tugas mencakup:
a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegatan; dan
c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

asal 13

untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DpA-sKpD, Kepala sKpD
menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
sebagai PPK-SKPD.

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyaltugas:
a. menellti kelengkapan SPP-I-S pengadaan barangi dan jasa yang disampaikan

oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh ppTK;

b. meneliti kelenEikapan sPP-uP, sPP€u, spp-Tu dan spp-LS gaii dan tunjangan
PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundangi-undangan yang diajukan oleh bendahara pen geluaran;

c. melakukan verifikasi SPP;

d. menyiapkan SPM;

e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

f. melaksanakan akuntanslSKPD; dan

(1)

(2'.)
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(3)

(4)

(5)
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g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

(3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas metakukan
pem ungutan penerima an negar a/daera h, benda h ara, dan / atau p prK,

Bagian Kedelapan
Bendahara penerimaan dan Bendahara pengeluaran

Pasal 14

(1) Gubernur atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran pada SKpD,

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pejabat fung;sional,

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun
tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau
menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama
pribadi,

Dalam hal pengsuna anggaran melimpahkan sebagan kewenangannya kepada
Kuasa Pengguna Anggaran, Gubernur menetapkan bendahara penerlmaan
pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait,
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada ppKD selaku BUD.

BAB III
AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Baglan Kesatu
Azas Umum APBD

Pasal 15

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan
kemampuan pendapatan daerah.

(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada
RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk
tercapainya penyelengf,laraan pemerintahan dan tujuan bernegara.

(3) APBD mempunyai fungsi otorlsasin perencanaan, pengaryasan, alokasi, distribusi,
dan stabilisasi.

(4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggun$awaban pelaksanaan APBD setiap tahun
ditetapkan denEan Peraturan Daerah.
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Pasal 16

FungSi otorisasi seba$aimana dimakud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung! arti
bahwa anggaran daerah menJadl dasar untuk melaksanakan pendapatan dan
belanja pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung
arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagr manaJemen dalam
merencanakan kegiatan pada tahun yang bersanEkutan.

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung
arti bahwa anggaran daerah menJadi pedoman untuk menilai apakah kegatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.

Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) men€andung arti
bahwa an*garcn daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan
kerjar/menguran$ pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta
meningftatkan efisiensl dan efektivitas perekonomian.

Fungsl cllstrlbusl sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti
bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.

Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung
arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pasal 17

Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan
daerah.

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan
yang terukur secara raslonal yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tah un a nggaran berikutnya.

Pasal 18

Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan
daerah.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban
pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat
dinikmatioleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam
pemberian pelayanan umum.

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pengeluaran yan€! akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupu n pada tahu n-tah un an gga ran berikutnya.

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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Pasal 19

Dalam menyusun APBD, penganggaran pen€leluaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan
dalam jumlah yang cukup.

Pasal 2O

(1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-u ndangan.

(2) Seluruh pendapatan daerah, belanJa daerah, dan pembiayaan daerah dianglglarkan
secara bruto dalam APBD.

Pasal2L

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran terhitung mulai tanggal 1. Januari sampai dengan tanggal 3L Desember.

Bagian Kedua
Struktur APBD

Pasal22
(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiridari:

a. pendapatan daerah;
b. belanja daerah;dan
c. pembiayaan daerah.

(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua
penerimaan uang melalui Rekenlng Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas
dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak
perlu dibayar kembalioleh daerah.

(3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua
pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana
lancar, yang merupakan kewajlban daerah dalam satu ang€aran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

(4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua
penerimaan yan$ perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
an€garan berikutnya.

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal 23

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri
atas:

a. pendapatan asli daerah;
b. dana perimbangan; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
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Pasal 24

(1) Pendapatan asll daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a
terdiriatas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;

c. hasilpengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan hutuf b dirlncl menurut obyek pendapatan sesual dengan undang-undang
tentang pajak daerah dan retribusl daerah.

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebaglaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

a. ba$an laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintahr/BUMN;

dan

c. ba$an laba atas penyertaan modal pada perusahaan mllik swasta atau
kelompok usaha masyarakat.

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, disediakan untuk menganglglarkan penerimaan daerah yang tidak
termasuk dalam jenls paJak daerah, retribusl daerah, dan hasil penglelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang
mencakup:
a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dlpisahkan secara tunai atau

angBuran/cicilan;

b. jasa giro;

c. pendapatan bunga;

d. penerlmaan atas tuntutan $anti keru$an daerah;

e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain seba€lai akibat dari
penfualan danlatau pengadaan barang dan/atauJasa oleh daerah;

f. penerimaan keuntungan dari selislh nllai tukar rupiah terhadap mata uang
aslng;

g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

h. pendapatan denda paJak;

i. pendapatan denda retribusi;
j. pendapatan hasileksekusi atas jaminan;

k pendapatandaripengembalian;

l. fasllitas sosial dan fasilitas umum;
m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan

n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 25

(1) Pendapatan dana perlmbangan dibagl menurutJenis pendapatan yang terdirl atas:

a. dana bagi hasil;
b. dana alokasi umum; dan

c. dana alokasi khusus.

(2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obfek pendapatan yan$ mencakup:
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a. bagi hasil pajak; dan
b. bagi hasil bukan pajak.

(3) Dana alokasi umum hanya terdiriatas objek pendapatan dana alokasi umum.
(4) Dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang

ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 26

Lain-lain pendapatan daerah yang sah menurut jenis pendapatan terdiri atas:
a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya,

badan/lembafa/organisasi swasta dalam negeri, kelompok
masyarakat/percrangan, dan lembaga luar negeriyang tidak mengikat;

b. dana darurat dari pemerintah datam rangka penanggulangan korban/kerusakan
akibat bencana alam;

c. dana bagi hasil pajak dari pemerintah;dan
d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;

Pasal 27

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a adalah penerimaan daerah yang
berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga
internasional, pemerintah, badan/lembagla dalam negeri atau perorangotr, baik dalam
bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan
pelatihan yang tidak mengikat.

Pasal 28

(1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, hasil pengetolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, lain-laln pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langpun€! ke
Kas Daerah, dana perimbanglan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
dianglglarkan pada SKPKD.

(2) Retribusi daerah, komisl, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah,
pendapatan dari penyelenglgaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau
pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan
pengguna anSaran/pengguna barang diangf,larkan pada SKPD.

Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 29

,Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf b,
dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menJadi kewenangan provinsi yan€l terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan
urusan yang penangianannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat
dllaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar
pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangrrndangan;

Belanja penyelengflaraan urusan waJib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipriorltaskan untuk melindungl dan menin€ftatkan kualltas kehidupan masyarakat
dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk

($

(2)
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peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas
umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

(3) Penln$katan kualitas kehidupan masyarakat sebagiaimana dimaksud pada ayat (2)
diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan mlnimal
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3O

(1) Klasiflkasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 29 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanJa urusan pilihan.

(2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup:
a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum;
d. perumahan rakyat;
e. penataan ruang;

f. perencanaanpembangunan;
g. perhubungan;

h. lingkungan hidup;

i. pertanahan;
j. kependudukan dan catatan sipil;
k. pemberdayaan perempuan dan perllndungan anak;
l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m, sosial;

n. ketena$a kerjaan;

o. koperasidan usaha kecil dan menengah;
p. penanaman modal;
q. kebudayaan;

r. kepemudaan dan olah raga;

s. kesatuan bangisa dan politik dalam negeri;

t. otonoml daerah, pemerintahan umum, adminlstraslkeuangan daerah,
peran gkat daerah, kepegawaian dan persandian ;

u. ketahanan pangan;

v. pemberdayaan masyarakat dan desa;

w. statistik;
x. kearsipan;
y. komunikasi dan informatika;dan
z. perpustakaan.

(3) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup:
a. pertanian;

b. kehutanan;
c. ener$ dan sumber daya mineral;
d. pariwisata;
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e. kelautan dan perikanan;

f. perdagangan;

g. industri; dan
h, ketransmigrasian.

Pasal 31

Klasifikasi belania menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan
keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari :

a. pelayanan umum;

b, ketediban dan he-tentraman;
c. ekonomi;

d. lingkungan hidup;

e. perumahan dan fasilitas umum;
f. kesehatan;

E parlwisata dan budaya;
h. pendidikan;dan

i. perlindungiansosial.

Pasal 32

(1) Klasifikasl belanja menurut kelompok belanja terdiridari :

a. Belanja Tidak Langsung; dan
b. BelanJa Langsung

(2) Kelompok belanJa tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakan belanja yang dianglgiarkan tidak terkalt secara langlung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan

(3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara lanElsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan

(4) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
diba€i menurut jenis belanja yang terdiri dari:

a. belanja peElawai;

b. bunga;

c. subsidi;

d. hibah;

e. bantuan sosial;

f, belanja ba$ hasil dan bantuan keuangan;
g. belanja tidak terduga.

(5) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi
menurut jenis belanja yang terdiri dari :

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan Jasa;
c. belanja modal;

(6) Pedoman dan tata cara pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial diatur
tersendiri dalam Peraturan Gubernur.
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Pasal 33

Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada
pasal 32, berdasarkan ketentuan perundanl-undangan'.

Bagian Kelima
Surplu* (Deftstt) APBD

Pasal 34

Selisih antara anggaran pendapatan daerah denglan anggaran belanja daerah
mengakibatkan surplus atau defisit APBD.

Pasal 35

(1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam pasat 34, terjadi apabila anggaran
pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah.

(2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok
utang, penyertaan modal (investasi daerah), pemberian pinjaman kepada
pemerintah pusat/daerah dan pemerintah daerah lainnya dan/atau pendanaan
belanja peningkatan jaminan sosial.

(3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diwuiudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat
yangl dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya
melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Pasal 36

(1) Defisit anggaran seba$aimana dimaksud dalam pasal 34, terjadi apahila anggaran
pendapatan daerah lebih kecil dari anggaran belanja daerah;

(2) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit
tersebut yanE anggarannya dapat bersumber dari Sisa Leblh Perhltungan Angglaran
Tahun Ang$eran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali
pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Bagian Keenam
Pembiayaan Daerah

Pasal 37

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri
dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a, SiLPA tahun anggaran sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. penerimaanpinjaman;

e. penerimaan kemball pemberian plnJaman; dan
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f. Penerimaan piutang Daerah.

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (L) mencakup:
a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal (investasi) pemerlntah daerah;
c. pembayaran pokok utang; dan
d. pemberian pinjaman.

(4) Pembiayaan netto merupakan selisih penerlmaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pemblayaan.

(5) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anglElaran.

(6) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengeluaran
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan
berpedoman kepada peraturan perundangrndangan yang berlaku.

BAB IV
PEhIYUSUNAN RANCAN GAN APBD

Bagian Kesatu
Azas Umum

Pasal 38

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai
dari dan atas beban APBD;

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di
daerah didanai daridan atas beban ApBN;

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi yang penugasannya dilimpahkan
kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa, didanai dari dan atas beban APBD Provinsi;

Pasal 39

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah, baik dalarn bentuk uang,
barang dan/ataujasa pada tahun anggaran yang berkenan harus diangSarkan dalam
APBD;

Pasal 4O

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan
daerah sebagaimana ditetapka n dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rencana KerJa Femerintahan Daerah

Pasal 41

RPJMD provinsi Sumatera Utara merupakan penJabaran visi, mlsl dan program
Gubernur dengan memperhatikan RPJMD Nasional dan standar pelayanan minimal.
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Pasal 42

SKPD menyusun Rencana Strate$is dengan mengutamakan visi dan misl, tujuan,
strategi kebijakan progfam dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatip sesuai
dengan tugas pokok dan fungSinya masing-masing.

Pasal 43

(1) Pemerintah daerah menyusun RKPD untuk jangfta wal<itu l. tahun.
(2) RKPD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka

ekonomldaelah, prlorltas pembanglunan dan kewaJlban daerah, rencana kerJa yang
terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung! oleh pemerintah
daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 44

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konslstensl antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Penyusunan RKPD diselesalkan paling lambat akhlr bulan Mel sebelum tahun
angglaJan berkenaan dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagfan Ketlga
Kebflaltan Umum APBD

dan
Prlorltas dan Plafon An€€bran Sementara

Pasal 45

(1) Gubernur menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan
pedoman penyusunan APBD yang dltetapkan Menteri Dalam Negeri setlap tahun;

(2) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
disampaikan Gubernur kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun
anggaran berJalan untuk dibahas di dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD
tahun anggaran berikutnya;

(3) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas, selanJutnya disepakati
menfadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Julitahun anggaran berjalan;

(4) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),
masingrnasing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani
bersama antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan;

Ba$lan KeemPat
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 46

(t) Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 45 ayat (4),

Gubernur menerbitkan surat edaran perihal pedoman penyusunan RKA SKPD
sebagai acuan Kepala SKPD untuk menyusun RKA€KPD pallng lambat awal bulan
Agustus tahun anggaran berjalan.

(2) Surat Edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD seba€aimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. prloritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
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b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap pro$ram/kegiatan sKpD;
c. batas waktu penyampaian RKA-SKpD kepada p'pkO;-
d' dskumen sebagai lampiran surat edaran meliputi xuR, ppAs, analisis standar

belanja dan standar satuan harga.

Pasal 4T

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal46, kepala SKPD menyusun RKA€KPD

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengetuaran
jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan
prestaFl keria,

Pasal 48

(1) Pendekatan kerangka pengeluaran Jang;ka menengah daerah sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan
maiu,

(2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan
anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran
berikutnya dari tahun an€garan ying Oirencalnakan.

(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebaElaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat
{2) dllakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran
pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingt<ungan SKpD untuk meilgtrJiitXan
dokumen rencana kerJa dan angglaran,

(4) Pendekatan pengan€igaran berdasarkan prestasl keria sebagalmana dirnaksud
dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara
pendanaan dengan keluaran yanel diharapkan dari keglatan dan hasil serta
rnahfaat yang diharapkan termasuk eflslensl dalant peneapalan hasll dan keluaran
tersebut.

Pasal 49

untuk terlaksananya penyusunan RKA-sKpD berdasarkan pendekatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan
RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2
(dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun
anggaran berjalan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertuJuan menilai program dan
kegiatan yang belum dapat dilaksanakan danlatau belum dlselesaikan tahun-
tahun aab"elumnya untuh dilaksanehan danlatas digefesqihan pada tahun yang
direncanakan atau 1(satu) tahun berlkutnya dari tahun yang dlrencanakan.

Dalam hal suatu program dan kegliatan merupakan tahun terakhir untuk
pencapaian prestasi keria yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianglgiarkan
pada tahun yang direncanakan.

Pasal 5O

Penyusunan Rlfi-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja,
analisis standar belanja, standar satuan hargla, dan standar pelayanan minimal.

(1)

(2)

(3)

(1)



(2)

(3)

(4)

(5)

lndlkator kinerJa sebagaima"" o,-"o:: o"o" ayat (1) adatah ukuran keberhasitan
yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.

Capaian kinerJa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi
kerJa yang!akan dicapai yang berwuJud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efekftifitas
pelal<sanaan darisetiap program dan ke$atan.
Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penllaian kewaJaran atas beban kerla dan biaya yang dlgunakan untuk
melaksanakan suatu kegiatan.

standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (t) merupakan harga
satuan setiap unit barane,llasa yangi berlaku di Provlnsi Sumatera Utara yang
ditetapkan dengan keputusan Gubernur,

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok
ukur kinerja dalam menentukan capalan jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan waJib daerah yang ditetapltan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 51

RKA"SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) memuat rencana
pendapatan, renoana belanja untuk maslng-maslng program dan kegiatan, serta
rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirincisampai dengan rinclan
objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun
berikutnya.

RKA€KPD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) Juga memuat informasl tentang
urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar blaya, prestasi Refia yang akan
dicapai dariprogram dan kegatan.

Pasal 52

Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) memuat
kelompok, Jenis, obyek dan rlncian obyek pendapatan daerah, yanE
dipungut/dikelola/ diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
ditetapka n berdasa rkan peraturan perundangu ndangan.

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Peiatij ian Ddreiah, peiatUran peineiiirtdh dtdU ijnddn$UhdanEl.

Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) memuat
kelompok belanJa tidak langBung dan belanla lanSsung yang masin$-masln$
diuraikan menurut jenis, obyek dan rlncian obyek belanja.

Rencana pemblayaan sebagaimana dlmaksud dalam pasal 51 ayat (1) memuat
kelompolt penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit
APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus
APBD yang maslng:rnasing dluralkan menurut Jenls, obyek dan rincian obyek
pemblayaan.

Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2)
memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi organisasi.

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) memuat nama
organisasiatau nama SKPD selaku pengguna anggarcn/pengguna barang.

Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat
(2) terdirl dari indlkator, tolok ukur kinerja dan target kinerja.

Program sebagpimana dimaksud dalam Pasal 51ayat (2) memuat nama program
yangakan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2)

(1)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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(9) Kegiatan sebagaimana dlmaksud datam Pasal 51ayat (2) memuat nama keglatan
yang akan dilaksanakan sKpD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 53

(1) lndikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat(7) meliputi masukan,
keluaran dan hasil.

(2) Tolok ukur kinerJa sebagalmana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) merupakan
ukuran prestasi kerja yang akan dicapal dari keadaan semula dengan
mempertlmbangkan faktor kualltas, kuantitas, eflsiensl dan efektivltas
pelaksanaan darlsetiap program dan kegatan.

(3) Target ldncrja sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 52 ayat (7) merupal€n hasil
yan$ diharapkan darl suatu program atau keluaran yang dlharapkan dari suatu
kegiatan.

Pasal 54

Belanja lan€Fung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta
belanja modal dian€i€iarkan dalam RKA€KPD pada masin$-rnasing SKPD.

Pasal 55

(1) Pada SKPKD disusun RKA€KPD dan RKA-PPKD.

(2) RKA€KPD memuatptogam/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD;

(3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung:

a. pendapatan yang berasaldari dana perimbangan dan pendapatan hibah;

b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja
ba$ hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan

c, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pEmbiayaan daerah.

Bagian Kellma
Penyiapan Ranperda APBD

Pasal 56

(1) RKA€KPD yangtelah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas
leblh lanJut oleh TAPD.

(2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
menelaah:
a, kesesuaian RXA-SKPD denggn KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD

tahun berlalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
b. kesesuaian rencana an€igaran dengan standar analisis belanja, standar satuan

harga;
c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja,

indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
d. proyeksi prakiraan maju untuk lghun angigafan berikutnya; dan

e. slnkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketldaksesuaian sebagalmana
dimaksud pada ayat (2), kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
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Pasal 57

(1) RKAFSKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada
PPKD sebagai bahan penyusunan rancangian Peraturan Daerah tentangiAPBD dan
rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengfkapi dengfan lampiran yan$ terdiri dari :

a. rlngkasan APBD;

b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,

belanja dan pembiayaan;

d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program
dan ke$atan;

e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam keran$ka pengelolaan keuangan
negara;

f . daftar jumlah pegawaiper golongan dan per jabatan;
g. daftar piutang daerah;

h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

l. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain{ain;
k. daftar keglatan-kegliatan tahun anggaran sebelumnya yang belum dlselesalkan

dan dianggarkan kembali dalam tahun anggBran ini;

l. daftardana cadangan daerah; dan
m. daftar pinJaman daerah.

Pasal 58

(1) Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 ayat (1) dilengkapi dengan iampiran yanElterdiri dari :

a. ringkasan penjabaran APBD;

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerlntahan daerah, orgpnisasi, program,
kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan
pemblayaan.

(2) RdncanBan PeiatUfan GUbeiiiUi teiitatiE peiiiabaiah APBD Wajib mdmtidt
penjelasan sebagai berikut :

a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;

b. untuk belanja mencakup lokasike$iatan; dan

c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sumber penerlmaan pembiayaan
untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan

untult kelompok pengeluaran pembiayaan.

Pasal 59

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD
disampaikan kepada Gubernur.

(2) Rancangian Peraturan Daerah tentang APBD sebagpimana dimaksud pada ayat (t)
sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD disosialisaslkan kepada
masyarakat.

(3) Sosiaiisasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagalmana dimaksud
pada ayat (2) bersifat memberlkan lnformasi mengenal hak dan kewaJlban
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pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anglgaran
yang direncanakan.

(4) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dllaksanakan oleh
Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuanglan daerah.

BAB V
PENETAPAN APBD

Bagiian Kesatu
Penyampaian dan Pembahasan

Rancangan Feraturan Daerah teniangAPBD

Pasal 6O

Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta
lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober
tahun anggAran sebelumnya darl tahun yang dlrencanakan untuk mendapatkan
persetujuan bersama.

Penyampalan rancangian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan nota keuangan,

Dalam hal Gubernur dan/alau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat
yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang benvenang selaku
penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/alau selaku pimpinan sementara
DPRD y an E menandata ngani persetuj uan bersama.

Pasal 61

Penetapan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk
mendapatkan persetujuan bersama sebagalmana dimaksud dalam Pasal 60 ayat
(1) disesualkan dengan tata tertib DPRD.

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan
APBD dengan KUA dan PPAS.

Hasil pembahasan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) dltuangfian dalam
dokumen persetujuan bersama antata Gubernur dan DPRD.

PersetuJuan bersama antara Gubernur bersama DPRD terhadap rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan
DPRD pallng larna L (satu) bulan sebelum t6hun aliggefan beralftlr.

Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur
menyiapkan rancanglan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Pasal 62

Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61ayat
(4) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan
Feraturan Daerah tentang APtsD, Gubernur melaksanakan pen$eluaran setlnggl-
tinggiinya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk memblayai
keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangAn Peraturan Gubernur tentang
APBD.
Gubernur dapat melaksanakan pen$eluaran sebagaimana dimaksud ayat (1)
setelah Peraturan Gubernur tentang APBD tahun berkenaan ditetapkan.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)



(3)

(4)

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)
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Pengeluaran setinggHingglnya untuk keperluan setlap bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan
beEnja yang bcfstfat wejtb

Dalam hal penetapan APBD mengalaml keterlambatan, Gubernur melaksanakan
pengeluaran setiap bulan setingfgi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun
anggaran sebelumnya,

Pengeluaran setlnggFtingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti
belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Pasal 63

Rencana pengeluaran seba$aimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) disusun
rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD.

Rancan€lan Peraturan Gubernur tentang APBD seba€lalmana dimaksud pada ayat
(1) dapat dllaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam
Negeri.

Pengesahan rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri,

Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD sebag[aimana dimaksud pada ayat
(3) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :

a. ringkasan APBD;

b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organlsasi, program,
kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program
dan keg$atan;

e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerlntahan daerah dan fungSi dalam kerangka pengelolaan keuangan
NeEara;

f. daftar jumlah pegawal per golongan dan per jabatan;

g, daftar piutang daerah;

h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

J. daftar perklraan penambahan dan pengurangan aset laln-laln;

k. daftar kegiatan'ke$latan tahun an€lEhran sebelumnya yang belum diselesalkan
dan dianglglarkan kembalidalam tahun anggaran ini;

l. daftardan cadangan daerah; dan.

m.daftar plnjaman daerah.

Pasal 64

Penyampalan rancangan Peraturan Gubernur untuk memperoleh pengesahan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari
kerja terhitung seJak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan
Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(1)
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(2) Apabila dalam batas waktu 3O (tiga puluh) hari kerja Menteri Datam Negeri tidak
mengesahkan rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana
dlmakstial pada ayat (1), Guhcrnur mcnetapl(efi rancangan peraturan Gubcrnur
menJadi Peraturan Gubernur.

Pasal 65

Pelampauan dari pengeluaran setinggi tingginya sebagaimana ditetapkan dalam pasal
62 ayat (1), dapat dilakukan apabila ada kebiJakan pemerlntah untuk kenaikan gaji dan
tunjangan pegawai negeri sipli, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daeratr-yang
ditetapkan dalam Undang Undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga
pinjaman yan€l telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali
pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Evaluasl Rancangan Peraiuran Daerah ieniang APBD dan
Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD

Pasal 66

Rancan$an Peraturan Daerah tentang APBD yangl telah dlsetuJui bersama DPRD dan
Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebelum dltetapkan oleh
Gubernur terlebih dahulu dievaluasi sesuai dengian peraturan perundangf-undanian yani
berlaku.

Bagian Ketiga

Penetapan Peraturan Daerah tentangAPBD dan
Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD

Pasal 67

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur
ientang penjabaran APBD yangltelah dievaluasi, ditetapkan oleh Gubernur menjadi
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penJabaran
APBD.

Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur
tentang penJabaran APBD sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dilakukan pallng
lambat tanglglal 31. Desember tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, maka pejabat yang dituniuk dan
ditetapkan oleh pefabat yang benuenan$, selaku pejabat/pelaksana tugas
Gubofnur yang menetapkan Pcfatufen Daefah tentang APBD dan Peraturan
Gubernur tentang penjabaran APBD.

Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang!APBD dan Peraturan Gubernur
ientang penjabaran APBD kepada Menierl Dalam Negerl pallng lamaT (tuJuh) hari
kerja setelah ditetapkan.

Untuk memenuhi asas transparansi, Gubernur waJlb menglnformaslkan substansi
Perda AFBD kepada masayarakai yang ielah dlundangkan dalam lembaran
daerah.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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BAB VI
PELAKSANMN APBD

Bagian Kesatu
Azas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 68

(1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.

(2) Setlap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan
daerah waJib melaksanakan pemungutan dan/alau penerimaan berdasarkan
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundangl-undangan.

(3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langSung untuk membiayai pengeluaran,
l{ecuali dltentukan laln oleh peraturan perundang-undangan.

(4) Penerimaan SKPD berupa uangl atau cek harus dlsetor ke rekenin€l kas umum
daerah paling lama 1(satu) hari kerja.

(5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk
setiap pengeluaran belanJa.

(6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanJa jika untuk
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

(7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam
keadaan darurai, yang seianJutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD
dan/ atau disampalkan dalam laporan realisasl anggaran.

(8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimakud pada ayat (6) ditetapkan sesuai
dengan peraiuran perundang-undangan.

(9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anglgiaran daerah untuk
tuiuan lain dari yangitelah ditetapkan dalam APBD,

(1O)Pengeluaran belanfa daerah meng$unakan prinslp hemat, tldak mewah,
efektlf,ef islen da n sesua I denga n ketentuan peratu ran perunda n g-u n da n gan.

Ba$an Kedua
D6kum6n Pelaksanaaii AiigBaran SKPD

Parcgrat 7.

PcnyEpa n Dol(u m€n Pelaksa naa n Atr ggaiaii SKPD

Pasal 69

(1) PPKD paling lama 3 (ti€a) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD

ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agil menyusun

taiicangah DPA-SKPD.

(2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merincisasaran yang

hendak dicapai, pro€lram, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai
sasaran tersebut, dah rencana penarikan dana tiaftiap SKPD serta pendapatan
yang diperkirakan.

(3) Kepala SKFD menyerahkan rancanglan DFA-SKPD kepada PPKD paling lama 6
(enam) harl kerja setetah pemberitahuan sebagalmana dimaksud pada ayat (1).



(1)
(2)
(3)
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Pasal 70

Pada SKPKD, disusun DpA SKPD dan DpA ppKD
DPASKPD memuat proiram/kegiatan yang!dilaksanakan oteh FpKD selaku SKPD
DPA PPKD digunakan untuk menampung,
l. Pendapatan yang berasal dari dana ferimbangan dan pendapatan hibah;b. Belanja bungia, belanja subsidi, belanja hibah-, belanja bantuan social, belanja

bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanJa tldik terdugac. Penerimaan pembiayaan dan pengeruaran pu-6iayuan daerah.

Pasal 71

(1) TAPD melakukan verifikasi rancangian DPA SKPD/PPKD bersama-sama Kepala
SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja seJak ditetapkannya peraturan
Gubernur tentang penJabaran APBD.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksucl pada ayat (1), ppKD
mengesa h ka n r€ n eanga n DPA-SKPD elen ga n persetujua n Sekretarts Daerah.

(3) DPA-SKPD yan$ telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2\disampaikan
kepada kepala SKPD, lnspektorat Provinsi, dan Badan Pemerikia tieuangan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.

(4) DPA€KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggar.ln oleh kepala SKPD selaku pengguna Anggaran/pengguna
Barang.

Parc{rat 2
Anggaran Kas

PasalT2

Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran
kas SKPD.

Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DpA-sKpD

Pembahasan lancangan anggaran kas SKPD dllalrsanaltan bersamaan dengan
pembahasan DPA,SKPD.

Pasal 73

PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna menEiatur
ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran{engeluaran sesuai
dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DpA-sKpD yang telah
disahkan.

Anggaran kas seba$aimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas
masuk yang bersumber dari penerimaan oan perkiraan arus r<as keiuir l"ng
digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam
Peraturan Gubernur,

(r)

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)
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Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 74

(t) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

(2) Setiap pendapatan harus dldukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

(3) Setlap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan
pemu ngutan pendapatan ya ng menjadl wewenaRg dan ta nggung Jawa bnyd.

(4) SKPD dilarangi melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan
Daeratr,

Pasal 75

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun
yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan,
tukar-menukar, hibah, asuransi dan/aiau pengiadaan barangi dan jasa termasuk
pendapatan bunga, jasa $ro atau pendapatan lain sebagai akibat penylmpanan dana
anglglaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas
kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

Pasal 76

(1) Pengembalian atas keleblhan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada
pendapatan yanEl bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yan$ terjadi
dalam tahun yang sama.

(2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya dlbebankan pada belanJa tidak terdu6a.

(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung
dengan buliti yang lengkap dan sah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Angigiaran Belanja Daerah

PasalTT

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang
lengkap dan sah.

(2) Buktl sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh
pejabat yang benyenang dan hertanggung Jawab atas kebenaran materlal yan(
timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam
lembaran daerah.

(4) PenEleluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk
belanJa yang berslfat mengll€t dan belanJa yang berslfat wallb yang dltetaplon
dalam keputusan Gubernur.



(1)

(2)

(1)
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Pasal 78

Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan
atas persetujuan Gubernur.
Tata cara pemberian dan pertanggun$awaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan
bantuan keuangan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 79

Dasar pengeluaran anggaran belanja tldak terduga yang dianglglarkan dalam APBD
untuk mendanai tanggap darurat, penangfglulangan bencana alam dan/atau
bencana sosial, termasuk pengiembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-
tahun sebelumnya yanE telah ditutup ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan
diberltahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitunt sejak keputusan
dimaksud diietapkan,

Pengleluaran belanja untuk tanggap darurat sebagpimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan kebutuhan yang diusulkan darl lnstansy'lembaga berkenaan setelah
mempertimbangkan efisiensi dan efelrtivitas serta menghindari adanya tumpang
tlndlh pendanaan terhadap keglatan-kegiatan yang telah didanai darl anggaran
pendapatan dan belanJa negara.

Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggunglawab
atas penglgunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi
penggunaan kepada atasan langsung dan Gubernur,

Tata cara pemberian dan pertanggungiawaban belanja tidak terduga untuk tanggap
darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan
Gubernur.

Pasal 8O

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak pengfiasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yanlldipungutnya
ke rekenin€ kas ne$ara pada bank yangf ditetapkan oleh Menteri Keuan$an sebaglai
bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangiundangan.

Ba$ian Kelima
Pelaksanaan Angfaran Pembiayaan Daerah

Paragrat 7"

Sisa Lebih Perhltunglan An$giaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

Pasal 81

Slsa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan
pembiayaan yangl di$unakan untuk:

a. menutupi deflsit anElgaran apablla reallsasi pendapatan lebih kecil darlpada
realisasi belanJa;

b. mendanalpelaksanaan ke$iatan lanjutan atas beban belanJa lang5ung;

(2)

(3)

(4)
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c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhlr tahun anggaran belum
diselesaikan.

Pasal 82

(1) Pelaksanaan ke$atan lanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 81 huruf b
dldasarkan pada DPA€KPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA
Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran bcilkutnya.

(2) Untuk mengesahkan'kembali DPA SKPD menjadi DPAL SKPD, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi
pelaksanaan kegiatan flsik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling
lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.

(3) Jumlah anggaran dalam DPTAL€KPD dapat dlsahkan setelah terleblh dahulu
dilakukan pengujlan terhadap :

a. sisa DPA"SKPD yang belum diterbitkan SPD danlatau belum diterbitkan SP2D
atas keiiatan yangi bersangikuian;

b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau
c. SP2D yang belum diuangkan;

(4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diJadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerJaan dan penyelesalan
pembayaran,

(5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria :

a. pekerjaan ygng telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran
berkenaan; dan

b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian
penEguna angglpran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari force
major.

Paragrat 2
Dana Cadangan

Pasal 83

(1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan
pemerintah daerah yang dikelola oleh BUD.

(2) Dana Gdangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan
lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan

dana cadangan.
(3) Program dan kegiatan yang ditebpkan berdasarkan peraturan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah
mencukupi untuk melaKanakan program dan kegiatan.

(4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimakud pada ayat (3)
dana cadangan dimaKud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas

umum daerah.
(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling Unggi sejumlah

pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan

kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan daiam
peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan'

(6) Pemindahbukuan.sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat
perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
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Pasal 84

(1) Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana
tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap
dengan risiko rendah.

(2) Penerimaan hasil bunga/dividen rekening dana cadangan dan penempatan dalam
portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana
cadangan.

(3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. deposito;
b. seftifikat bank indonesia (SBI);
c. surat perbendaharaan negara (SPN);
d. surat utang negara (SUN); dan
e. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

(4) Penataushaan pelaksanaan program dan kegiaun yang dibiayai dari dana
cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan
program/kegiatan lainnya.

Paragraf 5
Penyertaan Modal

Pasal 85

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan
disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Paragraf 4
Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 86

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai

dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan perioritas utama dari

seiuruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran
yang berkenaan.

Pasal 87

Pemberian pinJaman daerah kepada pihak laln berdasarkan Keputusan Gubernur atas
perseiujuan DPRD.

Pasal 88

(1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas

umum daerah.

Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.

Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh

dUadikan jaminan pinjaman daerah.

(2)

(3)



-39-

(4) Kegiatan yang 
.dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang

melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

Pasal 89

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 90

(1) Pemerintah daerah wajib.melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban
pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Daiam Negeri setiap iknir
semester tahun anggaran berjalan.

(2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. jumlah penerimaan pinjaman;

b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan
c. sisa pinjaman,

Pasal 91

(1) Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi
daerah yang telah jatuh tempo.

(2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahan APBD tidak mencukupi
untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubemur dapat melakukan pelampauan
pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.

Pasal 92

(1) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah
sebelum perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan awal
perubahan APBD.

(2) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah
setelah perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam laporan realisasi
anggaran.

Pasal 93

(1) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang
dan/atau obiigasi daerah yang jatuh tempo.

(2) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening
belanja bunga.

(3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening
belanja bunga.

(4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicat:t pada rekening
cicilan pokok utang yang jatuh tempo,
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Pasal 94

(1) Pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan perahrran Gubernur.

(2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
mengatur mengenai :

a. pene6pnh $i'ategi dan keb'rjakan pengelOlaah obligasi daerah Eimisuk
kebijakan pengendalian resiko;

b. perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman daerah;
c. penerbitan obligasi daerah;
d. penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
e. pembelian kembali obligasi daerah sebelum jab.rh tempo;
f. pelunasan; dan
g, aKivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke pasar sekunder

obligasi daerah.

(3) Penyusunan peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 5

Piutang Daerah

Pasal 95

(1) setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waKu.

(2) PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan
daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Pasal 96

(1) Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat
jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Piutang daerah jenis tertentu sepefti piutang pajak daerah dan piutang retribusi
daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya, sesuai dengan
perafu ran perundang-undangan.

Pasal 97

(1) Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat
diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara
penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara
muflak atau bcrsyarat, keeuali cafa penycEsaiannya diatu'' t€fsendiri ehlam
peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

(1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah.
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(2) Untuf mehksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kepala sKpKD menyiapkan buKi dan administrasi penagihan.

pasal 99

(1) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada
Gubernur.

(2) pukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan
bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun Jnggaran berjalan.

BAB VII
PERUBAHAI{ APBD

Bagian Ksatu
Dasar Perubahan ApBD

Pasal 1OO

(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran anhr unit

organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus

digunakan dalam tahun berjalan;
d. keadaan daruraQ dan

e. keadaan luar biasa,

(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Kedua

Kebijakan Umum sefta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan ApBD

Pasal 1O1

(1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasai 100 ayat (1) huruf a dapat berupa
terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah,
alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula
ditetapkan dalam KUA.

(2) Gubernur memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan
APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf a ke dalam
rancangan kebijakan umum perubahan APBD serla PPAS perubahan APBD,

(3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan
mengenai:



a.

b.
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perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
progpT dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam
perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanain ApBD
tahun anggaran berjalan;
capaian targe! kinerja prqgram dan kegiatan yang harus dikurangi dalam
perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; ?an
capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam
perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. 

-
d.

(4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DpilD paling lambat
minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.

(5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan ppAS perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati
menjadi keb'tjakan umum perubahan APBD serta PPAS perubJhan APBD paling
lambat minggu kedua bulan AgusEris t6hun anggaran berjalan.

(6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD diperklrakan pada akhiq bufan septembgr tahun anggaran
berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan Riit< Oi
dalam rancangan Perafuran Daerah tentang perubahan APBD.

Pasal lO2

Kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati
sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (5), masing-masing dituangkan ke
dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan
pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Pasal 1O3

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102, TAPD
menyiapkan rancangan Surat Edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan
RI(A:SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-
SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai
acuan bagikepala SKPD,

(2) Rancangan surat edaran Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup:
a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau

kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;

b. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah
kepada PPKD; dan

c. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPAS
perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga.

(3) Pedoman penyusunan RI(A-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Gubernur paling lambat
minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
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Pasal 1O4

(1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dapat
berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan
kegiatan dariyang telah ditetapkan semula.

(2) Peningkabn atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan
disesuaikan dengan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-
SKPD).

Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran

Pasal 105

(1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (1) huruf b serta pergeseran

antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja
diformulasikan dalam DPPA-SKPD.

(2) Pei'Ecsei'aR antar rineian obyck bclanja dalam obyek bclanja berkenaan dapat
dilakukan atas persetujuan PPKD.

(3) Pergeseran antar obyel5 belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas
persetujuan seketaris daerah.

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilakukan dengan cara mengubah perahrran Gubernur tentang penjabaran APBD

sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan

Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

(5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis

belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD.

(6) Anggaran yang mengdami perubahan baik berupa penambahan dan/aUu
pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' harus

dijeiaskan dalam kolom keterangan peraturan Gubernur tentang penjabaran
perubahan APBD.

(7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam

Perahrran Gubernur.

Bagian KeemPat

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya
Dalam perubahan APBD

Pasal 1O6

(1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun
anggaran sebelumnya.

(2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus

digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal

100 ayat (1) hurufc daPat beruPa :
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a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui
anggaran yang tersgdia mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud
pada Pasal 91 ayat (2);

b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
c' mendanai kenaikan gaji dan hrnjangan PNS akibat adanya kebijakan

pemerintah;

d. mendanai kegiatan lanjutan;
e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan

sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran
berjalan; dan

f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari
yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang
dapat diselesalkan sampai dengan batas al$lr penyelesaian pembayatafi
dalam tahun anggaran berjalan.

(3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya unfuk pendanaan pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f
diformulasikan terlebi h dahulu dalam DPPA-SKPD.

(a) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan
terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.

(5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan
terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Bagian Kelima
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 1O7

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aKivitas pemerintah daerah dan tidak
dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadl secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan
yang disebabkan oleh keadaan darurat,

(2) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam ranctngan
perubahan APBD.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan beianja tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

a, menggunakiin dana dai,i hasil pcrijadwalan ulang eapaian tEi'get kineria
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
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(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk
keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang APBD.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
mencakup:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum

tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(7) Penjaclwalan ulang eapaian tai'get kinerja program dan kegiatan lailinya dalam
tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a

diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD,
pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi

anggaran.

(lg)Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat- 
(g) dtformulastkan ter,lebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar

pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris

Daerah.

(l1)Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiabn dalam keadaan darurat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan

dengan peraturan Gubernur,

Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 1O8

(1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaKud dalam pasal 100 ayat (1) huruf e
merupakan keadaan ying menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau

pengeluaran dalam APBD mLngalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari

50o/o (limapuluh Persen).

(2) Persentase 50o/o (limapuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan selisih (gip) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan

belanja dalam APBD'

Pasal 109

(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam

ApBD mengalari peningkatan lebih dari 50o/o_ (limapuluh persen).sebagaimana

dimaksud d'ahm plsat iOe ayat (1), dapat dilakukan penambahan kegiabn baru

dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan

kegiatan dalam tahun anggaran befialan.
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(2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan
terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

(3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasit<jn terlebih dahulu dalam
DPPA:SKPD.

(4) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan baerah tentang
perubahan kedua APBD.

Pasal 110

(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam
APBD mengalami penurunan rebih dari 50o/o (limapuluh persen) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan
ulang/pengurangan capaian target knerja program dan kegiatan lainnya dalam
tahun anggaran berjalan.

(2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian brget sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diformulasikan ke dalam DPPA-SKPD.

(3) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar
penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua APBD.

Bagian Ketujuh
Penyiapan Ranperda perubahan APBD

Pasal 111

(1) RI(A-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan
dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan
kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD,

(2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD
dan DFPATSKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum
perubahan APBD sefta PPAS perubahan APBD, prakiraan maju yang
direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencrnaan lainnya, serta
capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga,
dan standar pelayanan minimal,

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program
dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat
ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD
melakukan penyempu rnaan.

Pasal 112

(1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan
dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh SKPD,
disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

(2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan
dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan
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penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan
rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran peiubahan ApBD oleh ppKD.

Bagian Kedelapan
Penetapan Perubahan ApBD

Paragraf 1
R.ancangan Feraiuran Daerah ieniang Ferubahan AFBD dan F,ancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan ApBD

Pasal 113

Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Gubernur
ieltang penjabaran perubahan APBD yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami
perubahan.

Pasal 114

(t) 
-na,ncangan 

Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 113 terdiri dari rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan
APBD beserta lampirannya.

(2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari :

a. ringkasan perubahan APBD;

b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

e. rekapifulasi perubahan belanja daerah unfuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

f . daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
g. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
h. daftar pinjaman daerah.

Pasal 115

(1) Rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 113 terdiri dari rancangan peraturan
Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD besefta lampirannya,

(2) Lampiran rancangan peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja

daerah dan pembiayaan daerah; dan
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b. penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan,
kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 116

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh
PPKD disampaikan kepada Gubernur.

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD disosialisasikan
kepada maSyaiikat.

(3) Sosialisasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bersifat memberifgn infsrmasi mengenai hak dan
kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan
APBD tahun anggaran yang direncanakan,

(4) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD
dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Paragraf 2
Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan

Ranpelda Perubahan APBD

Pasal 117

(1) Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD,
beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September
tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.

(3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan umum
perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati antara
Gubernur dan pimpinan DPRD.

(5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Peraturan Daerah
tentang perubahan APBD sebagaimana dimakud pada ayat (1) paling lambat 3
(tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir'

Paragraf 3
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 118

Proses evaluasi dan penetapan rancangan Perahrran Daerah tentang perubahan

APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD
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menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dilaksanakan sesuai
ketentuan perafuran perundang-undangan.

dengan

Paragraf 4
Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD

Pasal 119

(1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKpD agar
menyusun rancangan DPPA-SKPD/PPKD terhadap program dan kegiatan yang
dianggarkan dalam perubahan APBD.

(2) DPPA-SKPD/PPI(D yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya
harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kefia Perangkat Daerah (DppA-SKpD/ppKD).

(3) Dalam DPPA-SKPD/PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian
obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau
pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang
perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah
dilakukan perubahan.

(4) DPPA-SrcpD/PPKD dapat diiaiaanakan seteiah dibahas TAPD, dan disahkan oleh
PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB VIII
PENGETOLAAN KAS

Bagian Kesatu
Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Pasal 12O

(1) BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas
daerah.

(2) Untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD
membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat.

(3) Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 121

untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan
rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Gubemur.

kas
dan
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Pasal 122

(1) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 digunakan untuk
menampung penerimaan daerah setiap hari.

(2) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir
hari kefia wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

Pasal 123
(1) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 diisi dengan dana

yang bersumber dari rekening kas umum daerah.

(2) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan
dalam APBD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 124

(1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas
yang Udak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan
pemerintah daerah.

(2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :

a. Iuran wajib PNS/CPNS

b. potongan PPh;

c. potongan PPN;

d. penerimaan lainnya yang sejenis,

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimakud pada ayat (1) seperti :

a Iuran wajib PNS/CPNS

b penyetoran PPh;

c penyebrin PPNi

d pengeluaran lainnya yang sejenis.

(4) Penerimaan kas sebagaimana dimakud pada ayat (2) diperlakukan sebagai

penerimaan perhitungan pihak ketiga'

(5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai
pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

(6) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aKivitas non anggarcn.

(7) Penyajian informasi sebagaimana dimaKud pada ayat (6) sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan.

(B)Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diah.rr dalam Peraturan Gubernur.
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BAB IX
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Azas umum 
""":L1::[HH."ansan 

Daerah

Pasal 125

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara
penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai
uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan
dengan surat buKi yang menjadi dasar peneiimaan dan/atau pengei-uaran atas
pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat
yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Fenatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 125

(1) Untuk pelaksanaan APBD, Gubernur menetapkan :

a! p=ejabat yang diberi wewenang menangatangqni SpD;
b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

e. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

f . benitahara peneiiiffiaan PPKD yang bertilgas rnenatiiusahakan dan
mempeftanggungjawabkan seluruh penerimaan pendapatan PPKD dalam
rangka pelaksanaan APBD;

g. bendahara pengeluaran PPKD yang mengelola belanja bunga, belanja
subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja
bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada
SKPKD;

h. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu
SKPD/SKPKD; dan

i. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD,

(2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa
pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diiaksanakan
sesuai dengan kebutuhan.

(3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
didelegasikan oleh Gubernur kepada kepala SKPD.

(4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :

a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD;
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b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;

c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungubn
pendapatan daerah;

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerirnaan kas dan
buldi penerimaan lainnya yang sah; dan

e' pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara
pengeluaran.

(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (z) dan ayat (4)
dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 127

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan
dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara.

(2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan

(3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau
pengurusn gaji,

Bagian Ketiga
Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran

Pasal 128

(1) Bendahara penerimaan SKPD beftugas untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan dan mempertangungjawabkan penerimaan
pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD dalam SKPD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara
penerimaan SKPD berwenang:
a) Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan aslidaerah;
b) menyimpan seluruh penerimaan;
c) menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas

umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja;
d) mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank.

(3) Dalam hal objek pendapatan daerah tersebar secara geografis sehingga wajib
pajak danlatau wajib retribusi mengalami kesulitan dalam membayar
kewajibannya, dapat ditunjuk satu atau lebih bendahara penerimaan pembantu
SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD.
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Pasal 129

(1) Bendahara penerimaan PPKD bertugas untuk menatausahakan dan
mempeftanggungjawabkan seluruh penerimaan pendapatan ppKD dalam rangka
pelaksanaan APBD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara
penerimaan PPKD bennrenang untuk mendapatkan bukti transaksi atas
pendapatan yang diterima melalui bank.

(3) Abs pertimbangan efisiensi dan efektjvitas, hlgas dan wewenang bendahara
penerimaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dirangkap
oleh Bendahara Umum Daerah.

Pasal 13O

(1) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran
uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara
pengeluaran SKPD berwenang:
a) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP/GU/ru dan SPP-

IS;
menerima dan menyimpan uang persediaan;
melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-I.S yang diberikan oleh PPTK;
mengembalikan dokumen pendukung sPP-15 yang diberil(an oleh PPTK,
apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

(3) Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
kuasa pengguna anggaran, ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu SKpD
unfuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran
SKPD.

(4) Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bendahara pengeluaran pembanU SKPD berwewenang:
a) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
b) menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari tambahan

uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
melalaanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
menolak perintah bayar dari kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan;
meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK,

apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Pasal 131

(1) Bendahara pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka
pelaksanaan APBD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara
pengeluaran PPKD berwenang:

b)
c)
d)

e)

0

c)
d)

e)
0
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p) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan spp-LS ppKD;
b) meneliti le{engkapan dokumen pendukung-5pp-G ppKD;
c) mengembaiikJn dokumen pendukung -spp-LS ppro, apabila dokumen

tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak rengkap.

Pasal 132

Tata cara .pg.lgByl?haan penerimaan dan pertanggungjawaban bendahara
penerimaan SKPD/PPKD dan bendahara pengeiuaran SrFS/pptO ai"irr i"Oir1l"nJri
dalam Perafuran Gubernur tentang Sistem- dan Prosedui pengelolaan t<euangan
Daerah.

Pasal 133

Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dapat
menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat-alat eleKronik lainnyJ.

Bagian Keempat
Penatausahaan pendanaan Tugas pembantuan

Pasal 134

(1) Gubernur melimpahkan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menetapkan
pejabat. kuasa pengguna anggaran pada sKpD Kabupaten/Kota yang
menandatangani SPM/menguji SPP, PPTK dan bendahara pengeiuaran yang
melaksanakan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota.

(2) Bupati/walikota melimpahkan kewenangan kepada kepala desa untuk
menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran pada lingkungan pemerintah
desa yang menandatangani SPM/menguji SPP, PPTK dan bendahara pengeluaran
yang melaKanak€in tugas frembantuan di pemerintah dcsa.

(3) Administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
dana tugqs pembgntuan provingi di Kabupaten/Kota dilakukan secara terpisah
dari administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota.

(a) Administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
dana tugas pembantuan Kabupaten/Kota di pemerintah desa dilakukan secara
terpisah dari administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APB Desa.

Pasal 135

(1) PPTK pada SKPD Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai penanggungjawab
tugas pembantuan provinsi menyiapkan dokumen SPP-LS untuk disampaikan
kepada bendahara pengeluaran pada SKPD lGbupaten/Kota berkenaan datram
rangka pengajuan permintaan pembayaran.

(2) Bendihiri p€n$eluirdn Seb6gaimani dimirkSud padi ayat (1) mengajukan SPP-
LS diseftai dengan lampiran yang dipersyaratkan kepada kepala SKPD berkenaan
setelah ditandatangani oleh PPTK tugas pembantuan.
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(3) Lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
ketentuan perahrran perundang-undangan

(4) Kepala SKPD sebagairnana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan SpM-LS disertai
dengan kelengkapan dokumen untuk disampaikan ftepada Kuasa BUD provinsi.

(5) Kelengkapan dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

(6) Kuasa BUD provinsi meneliti kelengkapan dokumen SPM:LS tugas pembantuan
yang diajukan oleh kepala SKPD KabupatenlKota sebagaimanJ dimaksud pada
ayat (5) untuk menerbitkan Sp2D.

Pasal 136

(1) PPTK pada kantor pemerintah desa yang ditebpkan sebagai penanggungjawab
tugas pembantuan provinsi dan Kabupaten/Kota menyiapkan dokumen Spp4S
untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara desa pada kantor
pemerintah desa berkenaan dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran

(2) Bendahara pengeluaran/bendahara desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
mengajukan SPP-LS diserbi dengan lampiran yang dipersyaratkan kepada kepala
desa berkenaan setelah ditandatangani oleh pprK tugas pembantuan.

(3) Lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
ketentuan perafu ran perundang-undangan.

(4) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan SPM-LS disertai
dengan kelengkapan dokumen untuk disampaikan kepada kuasa BUD Provinsi
atau Kabupaten/Kota.

(5) Kelengkapan dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Kuasa BUD provinsi atau Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan dokumen SPM-[*S
tugas pembantuan yang diajukan oleh kepala desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) untuk menerbitkan SP2D.

Pasal t37

(1) Pedoman penatausahaan pelaksanaan pendanaan tugas pembantuan provinsi di
Kabupaten/Kota dan desa ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

(2) Pedoman penatausahaan pelaksanaan pendanaan tugas pembantuan
Kabupaten/Kota di desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.

BAB X
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Sistem Akuntansi
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Pasal 138

(1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi
pemerintahan daerah.

(2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur mengacu pada peraturan daerah tentang
pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

(3) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual
atau menggunakan aplikasi komputer.

(4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam bentuk
buku jurnal dan buku besar, dan apabifa diperlukan ditambah dengan buku besar
pembantu.

(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
patla aVat (3), entitis pelsPoran menyuSUn lipoiin keuah$an yan$ mefpUti:

a. laporan realisasi anggaran;

b. neraga;

c. laporan arus kas; dan

d. catatan atas laporan keuangan.

(6) Dalam rangka peftanggungjawaban pelaKanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca; dan

c. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 139

(1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi :

a. prosedur akuntansi penerimaan kas;

b, prosedur akuntansi pengeluaran kas;

c. prosedur akuntansi aset tetaplbarang milik daerah; dan

d. prosedur akuntansi selain kas.

(2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dengan herpedornan pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan

peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan

perafu ran pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 14O

Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD.

Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

ppK-SKpD sebagaimana dimaksud pa.da aygt (2) mengkoordinasikan pelaksanaan

sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara

pengeluaran.

(1)

(2)

(3)



-57 -

Pasal 141

(1) Kode rekening untuk menyusun neraca terdiri dari kode akun ase! kode akun
kewajiban, dan kode akun ekuitas dana.

(2) Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari kode akun
pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembr=ayaan.

(3) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun
dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistit 

-keuangan

daerah.

(4) Kode rekening yang digunakan untuk menyusun neraca sebagaimana dimaksud
padi aVat (1) berped6miin pdd6 ketentUan p€fattrfdn pdfUhdang-undangan.

Pasal 142

(1) Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan
buKi transaksi yang sah.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kronologis
scsuai dengan rcrjadinya ff€nsaksi dan atau kejadian keuangan.

Bagian Kedua
Kebijakan Akuntansi

Pasal 143

(1) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.

(2) Keb'tjakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar
pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas,
p€ndapaEn, belanja, dan pembiayaan s€ita lapofan keuangan.

(3) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (t) sekurang-kurangnya
mgmuat;

a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan
keuangan;

b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

(4) Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset.

Pasn,l t44

(1) Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan
pemerintah daerah.

(2) Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang
disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan
pemerintah daerah.
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(3) Kepala BLUD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan BLUD yang
disampaikan kepada ppKD untuk digabung ke daram raporan teuangai
pemerintah daerah sebagaimana dimaksuO paja ayat (1).

(4) Kepala BLUD sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan BLUD yang
disampaikan kepada Gubernur dan diaudit oleh pemeriksa eksterrisesuai dengai
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Akuntansl Keuangan Daerah pada SKPD

prosed u r Aku nta nsi r"r..i J:#sJ:l 
ln"n 

s.i u 
" 

ra n Kas pada sKpD

Pasal 145

Prosedur akuntansi penerimaan/pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian
proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan peneririraan dan pengeluaran kas 'dalam rangt<a
peftanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan gplilesi lCImputer.

Pasal 146

(1) Bukti bansalai yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 mencakup :

a. surat tanda bukti pembayaran;

b. STS;

c. bukti transfer; dan

d. nota kedit bank.

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan :

a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); dan/atau
b. SKR; dan/atau

c. bukti tr,ansaksi penerimaan kas lainnya.

Pasal 147

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal
145 meliputi :

a. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-langsung; dan
b. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-uang persediaan/ganti uang

persediaan/ tambahan uang persediaan.

Pasal 148

(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas
sebagaimana dimakud dalam pasal 145 mencakup:
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a. SP2D; atau

b. nota debet bank; atau
c. buktitransaksi pengeluaran kas lainnya.

(2) Buktitransaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :

a. SPM; dan/atau
b. SPD; dan/atau
c. kwihnsi pembayaran dan buktitanda terima barang/jasa.

Pasal 149

Prosedur akuntansi penerimaan/pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam pasal
145 dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 150

PPK-SKPD berdasarkan buKi transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaKud dalam
Pasal 146 ayat (1) dan bukti transaki pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 148 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas
dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal penerimaan kas berkenaan.

Paragraf 2
Prosedur Akuntansi Aset Pada SKPD

Pasal 151

(1) Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi
atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan
terhadap aset tetap yang dikuasaildigunakan SKPD.

(2) Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi.

(3) Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah
satu kiteria menambah volume/ menambah kapasitas, meningkatkan fungsi,
meningkatkan efisiensi dan/ahu menambah masa manfaat.

(4) Perubahan klasifikasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya.

(5) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Pasal 152

(1) Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan
penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya.

(2) Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain :

a. metode giifis lUrus;

b. metode saldo menurun ganda; dan

c. metode unit preduksi,



-60-

(3) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan
penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan
manfaat aset tetap yang sama setiap periode sepanjang umur ekonomis aset
tetap berkenaan,

(4) Metode saldo menurun ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan 

'penurunan
kapasitas dan manfaat aset tetap yang teOin besar pada perlode awal
peftianfaatan asct dibandingkan dcnga pcriode at$ir sepanjang umur.ek6nornis
aset tetap berkenaan.

(5) Metode unit produksi sebagaimana dimakud pada ayat (2) huruf c merupakan
penyesuaian niiai aset tetap dengan membebant<an'penurunan kapasitas dan
manfaat aset tetap berdasarkan unit produksi yang dihasilkan dani aset tetap
berkenaan.

(6) Penetapan umur ekonomis aset tetap dimuat dalam kebijakan akuntansi
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

BuKi transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) berupa bukti memorialdilampiri dengan :

a. berita acara penerimaan barang;
b. beri,ta acara serah terima barang; dan
c. berita acara penyelesaian pekerjaan.

Pasal 154

Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (1)
dilaksanakan oleh PPK-SKPD sefta pejabat pengurus dan penyimpan barang sKpD.

Prosedur ok"'*:;fgilii *"" pada sKpD

Pasal 155

(1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mutai dari
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan
dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara
manual atau menggunakan aplikasi komputer,

(2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

pengesahan peftanggu ngjawaban pengeluaran (pengesahan SpJ) ;
koreksi kesalahan pencatatan;

penerimaan/pengeluaran hibah selain kas;
pembelian secara kredit;
retur pembelian laedi{
pemindahtanganan atas aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi
kas; dan

g. penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas

a.

b,

c.

d.
A

f.
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(3) Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ) sebagaimana
dimaksud gada ayat (z) huruf a merupakan pengesahan atas
pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang
persediaan/tambahan uang persediaan.

(4) Koreksi kesalahan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah
diposting ke buku besar.

(5) Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c adalah penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang
merupakan pelaksanaan APBD yang mengqndung konsekuensi ekonsmi bagi
pemerintah daerah.

(6) Pembelian secara kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
merupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan di
masa yang akan datang.

(7) Retur pembelian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan
pengembalian aset tetap yang telah dibeli secara kredit.

(8) Pemindahtanganan atas aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan pemindahtanganan aset tetap pada
pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.

(9) Penerimaan aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf g merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar
(ruitlaag) dengan Pihak ketiga.

Pasal 156

BuKi transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) berupa buKi memorial yang dilampiri dengan :

pengesahan peftanggu ngjawaban pengeluaran (pengesahan SPI);

berita acara penerimaan barang;

c. surat kepuhrsan penghapusan barang;

d. surat pengiriman barang;

e. surat keputusan mutasi barang (antar SKPD);

f. berita acrra pemusnahan barang;
g. berita acara serah terima barang; dan

h. berih acrra penilaian.

Pasal 157

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (1)
dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Paragraf 4
Laporan Keuangan pada SKPD

pasal 158

ct.

b.
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(1) SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara
periodik kepada PPKD yang meliputi :

a. laporan realisasi anggaran SKpD;

b. neraca SKPD; dan

c. cetaHri aHs hporan k€uanQan sKpD.

(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang
mengatur tentan g standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Keempat
Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPKD

Paragraf 1
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKD

Pasal 159
Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai
dari pencahtan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan
dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang
dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 16O
(1) BuKi transaki yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 mencakup:
a. bukti transfer;
b. nota kredit bank; dan
c. Surat perintah pemindahbukuan.

(2) Buktl tranqqksi sebageimana dimaksud Bada ayat (1) dilengkapi dengan:
a, surat tanda setoran (SfS);
b. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);
c, surat ketetapan retribusi (SKR);

d. laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan; dan
e. buktitransaksi penerimaan kas lainnya.

Pasal 151
Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159

dilakanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

Pasal 162
(1) Fungsi akuntansi berdasarkan buKi transaksi penerimaan kas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal
penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal penerimaan
kas berkenaan.

(2) Secara periodik jurnal atas kansaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku
besanekening berkenaan.
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(3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.

Paragraf 2
Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD

Pasal 163
Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD m6lipuu serangkaian proses rnulai
dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan
dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang
dapat dilakukan secara manuai atau menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 164

(1) BuKi transaki yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 mencakup:
a. surat perintah pencairan dana (SP2D); atau
b. nota debet bank.

(2) BuKi transaksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. surat penyediaan dana (SPD);
b. surat perintah membayar (SPM);
c. laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran; dan
d. kuitansi pembayaran dan buKi tanda terima barang/jasa.

Pasal 165
Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaKud dalam Pasal 163

merupakan fungsi akuntansi SKPKD.

Pasal 166
(1) Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas

sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 164 eyat (1) mqlakukan pencatatan kq
dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening-
lawan asal pengeluaran kas berkenaan.

(2) Secara periodik jumal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku
bear rekening berkenaan.

(3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.

Paragraf 3
Prosedur Akuntansi Aset pada SfPfO

Pasal 167

(1) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD meliputi serangkaian proses pencatatan dan
pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan,
pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap
yang dikuasai/digunakan SKPKD yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD digunakan scbagai alat pengcnddli dalarn
pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD.
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Pasal 168

Qykti, transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana
dimakud
dalam Pasal 167 berupa buKi memorial dilampiri dengan:

a. berita acara penerimaan barang;
b. surat keputusan penghapusan barang;
c. surat keputusan mutasi barang (antar SKpKD);
d. berita acara pemusnahan barang;
e. berita actra serah terima barang;
f. berita acara penilaian; dan
g, berita acara penyelesaian pekerjaan.

Pasal 169
Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dilaksanakan oleh
fungsi akuntansi pada SKPKD.

Pasal 170
(1) Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan buKi transaksi dan/atau kejadian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 membuat bukti memorial.
(2) BuKi memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi
aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian.

(3) Bukti memsrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dieatat ke dalam buku
jurnal umum.

(4) Secara periodik jurnal atas transaki dan/atau kejadian aset tetap diposting ke
dalam buku besar rekening berkenaan.

(5) Setiap alfrir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.

Paragraf 4
Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPKD

Pasal 171
(1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari

pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan
dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara
manual atau menggunakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
mencakup:
a: koreki kesafahan pembukuan;
b. penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan

keuangan pada akhir tahun;
c. reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap; dan
d. reklasifikasi akibat koreksiyang ditemukan dikemudian hari.

Pasp,l172
BuKi transaKiyang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) berupa buKi memorial dilampiri dengan:

a. berita acara penerimaan barang;
b. surat keputusan penghapusan barang;
c. surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD);
d. berita aecl!'a p,emusnehan bareng;
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e. berita acara serah terima barang;
f. berita acara penilaian; dan
g. berita acara penyelesaian pekerjaan,

Pasal 173
Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1)
dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKpKD.

Pasal 174
(1) FungEi akuntansi berdasarken bukti transaki dan/atau kejadian sebagaimana

dimakud dalam Pasal l72 membuat bukti memorial.
(2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sekurang-kurangnya

memuat
informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian
transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.

(3) BuKi meffoFial scbagairfiana difiralcrid irada ayat (1) dieatat ke datam buku
jurnal
umum.

(4) Secara p€riodik jUrn8l atis ttansaKi diin/atau kej6di6h s€lain k6S dipdsting ke
dalam buku besar rekening berkenaan.

(5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaKud pada ayat (4)
ditutup sebagai dasar penyusunan iaporan keuangan SKPKD.

Paragraf 5
Laporan Keuangan pada SKPKD

Pasal 175
(1) Kepala SKPKD menyusun dan melaporkan laporan arus kas secara periodik

kepada Gubernur.
(2) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan

sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengah.rr tentang standar akuntansi
pemerintahan.

BAB XI
PERTAT{GGUNGJAWABAITI FEI.AKSANAAil APBb

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 175

(1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester peftama anggaran
pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi
tanggung jawabnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6
(€narn) bulan treril(utnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD dan
disampaikan kepada pejabat penggunO anggaran untuk ditetapkan sebaggi
laporan realisasisemester peftama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sefta
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prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah semester peftama tahun anggaran berkenaan berakhir.

(4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama
anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar
penyusunan laporan realisasi semester perbma APBD paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja setelah semester peftama bhun anggaran berkenaan berakhir.

(5) Format laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja
SKPD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) berpedoman pada ketentggn peraturan perundang-undangan.

Pasprl t77

PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara
menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan
dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) paling lambat
minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada
seketaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 178

Laporan realisasi semester pertama APBD dan p-rognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) dlsampaikan kepada
Gubernur paling lambat minggu keUga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk
ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya.

Pasal 179

(1) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis unhrk 6 (enam) bulan
berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 disampaikan kepada DPRD

paling lambat akhir bulan luli tahun anggaran berkenaan.
(2) Format laporan realisasi semester peftama APBD dan prognosis untuk 6 (enam)

bulan berikutnya sebagaimana dlmaktud pada aytt (1) berpedpman pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah,

Bagian Kedua
Lapofiin Tahunen

Pasal 18O

(1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan

disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
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Pasal 181

(1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat (1)
disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah
tahun anggaran berakhir,

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat
pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD
yang menjadi bnggung jawabnya.

(3) t-aporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

a. laporan realisasi anggaran;
b. n€fica; dan

c. catatan atas laporan keuangan,

(4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung
jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
fi€madai dan *andar akuntansi p€ni€iihtahah sesuai dengan petaturan
perundang-undangan.

Pasal 182

(1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara
menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimakud dalam
Pasal 181 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran berkenaan.

(2) Laporan keuangan pemerintah daer-ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Gubernur melalui Seketaris Daerah selaku koordinator
pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi peftanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. laporan r€alisasi anggaran;

b. neraca;

c. laporan arus kas; dan

d. catatan atas laporan keuangan.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan
sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi
pemerintahan.

(5) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan
BUMD/perusahaan daerah.

(6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun
dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dan laporan
kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah.

(7) Penyusunan laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai
laperqn kinerja interim di fingkungqn pemerintqh daefah,

(8) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan surat pernyataan Gubernur yang menyatakan pengelolaan
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APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan
perundangundangan.

Pasal 183

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 ayat (3) disampaikan
oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan
pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Gubernur memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan
keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Bagian Ketiga
Penetapan Ran perda Pefta ng gungiawaba n pelaksanaan APBD

Pasal 184

(1) Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi
laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan
keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 185

(1) Apabila sampai batas waKu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1), BPK belum
menyampaikan hasil pemeriksaan, Gubemur menyampaikan rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada

DPRD.

(2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas
laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang

disampaikan kepada BPK.

Pasal 186

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungiawaban. pelaksanaan APBD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) dirinci dalam rancangan

Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD.

(2) Rancangan peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan lampiran terdiri dari :

a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan

b. penjabaran laporan realisasi anggaran;
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Pasal 187

(1) Agenda pembaiasan ranengan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (i) ditentukan
oleh DPRD.

(2) Persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak rancangan peraturan Daerah diterima.

Pasal 188

(1) Laporan keuangan pemerintah daerah wajib dipublikasikan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan
keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam lembaran
daerah.

Bagian Keempat
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan Peraturan Gubernur tentang
Penja baran Pefta ng gun gjawaban Pelaksanaa n APBD

Pasal 189

Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelakanaan APBD yang
telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh
Gubemur terlebih dahulu dievaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAT{ PENGELOLMT{ KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 190

(1) Gubernur selaku wakil pemerintah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan
daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota,

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman,
bimbingan, superuisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

(3) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup
perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi
keuangan daerahi peftanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan
evaluasi, sefta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.
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(4) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelakanaan,
penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, sefta pertanggungjawaban
keuangan daerah yang dilakanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waKu,
baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah teftentu
sesuai dengan kebutuhan.

(5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara berkala bagi Gubernur atau wakil Guberhur, pimpinan dan anggota DPRD,
perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah sefta kepada bendahara
penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Pasal 191

(1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota se-sumatera Utara tentang APBD, P-APBD, Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan BupatiAA/alikota tentang
Penjabaran APBD, Penjabaran P-APBD, Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD;

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri
Dalam Negeri.

Pasal 192

(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelakanaan Peraturan Daerah tentang
APBD.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi
pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang

telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 193

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengendalian Intern

Pasal 194

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah, Gubernur mengafur dan menyelenggarakan sistem
pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.

(2) Pengendalian intem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses

yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai
pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan
keuangan, efisiensi dan efeKivitas pelaksanaan program dan kegiatan se*a
dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

(3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
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b. terselenggaranya penilaian risiko;
c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;

d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

(4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengendalian Ekstern

Fasal !.95

Pemerikaan pengelolaan dan peftanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh
BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XTII

KERUGIAN DAERAH

Pasal 196

(1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau
kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

(2) Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, atau pejabat lain yang
karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang
dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib
mengganti kerugian tersebut.

(3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setetah mengetahui
bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari
pihak manapun.

Pasal 197

(1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD
kepada Gubernur dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah kerugian daerah itu diketahui.

(2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai

neEeri sipil bukan bendahara, atau pejabat laih yan$ nyata-nyata melanggar
hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196
segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa
kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian
daerah dimaksud.

(3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak
dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Gubemur segera mengeluarkan
surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang
bersangkutan.
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Pasal 198

(1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain
yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan,
melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya
beralih kepada pengampu /yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada
kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasaldari bendahara, pegawai
negerisipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.

(2) Tanggung jawab pengampu lyang memBel.oleh haVahli waris untuk membayar
ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus
apabila dalam waKu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang
menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan
bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai
negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui
melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu lyang memperoleh hak/ahli waris
tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian
daerah.

Pasal 199

(1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang
berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara,
atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku
pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang
menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam
peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 2OO

(1) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah
ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif
dan/atau sanKi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri sipil
bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari
tuntutan ganti rugi.

Pasal 2O1

Kewajiban bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk
membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waKu 5 (lima) tahun sejak
diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waKu I (delapan) tahun sejak terjadinya
kerugian tidak ditakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 2O2

(1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.

(2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK

menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



-73-

Pasal 2O3

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara
ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 2O4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur
dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

BAB XTV
PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN IAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 2O5

(1) Gubernur dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas pokok
dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum.

(2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan:
a) penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas

dan kuanUtas Belayanan masy€rakat;
b) pengelolaan wilayah/kawasan teftentu untuk tujuan meningkatkan

perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
c) pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau

pelayanan kepada masyarakat.

(3) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, diprioritaskan antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan

limbah, pengelolaan obyek wisata daerah, dana perumahan, rumah susun sewa.

Pasal 2O6

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 206 ayat (1) SKPD atau unit kerja pada SKPD

yang menerapkan PPK BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan,

Pasal 2O7

Pedoman teknis mengenai pola pengelolaan keuangan BLUD, diatur tersendiri dalam
Perafuran Gubernur.

BAB )N'
KETENTUAI{ PERALIHATI

Pasal 208

(1) Berdasarkan peraturan daerah ini Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
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(2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimakud pada
ayat (1) mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan
akuntansi, pelaporan, pengawasan dan peftanggungjawaban keuangan daerah.

(3) Perafuran Gubernur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memuat tata cara penunjukan
pejabat yang diberi wewenang BUD, kuasa BUD, pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran, bendahara penerfmaan, dan bendahara pengeluaran
berhalangan

BAB XYI
KETENTUAN PERALIHA]I

Pasal 2O9

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang
mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah serta petunJuk pelaksanaannya,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21O

Perahrran Daerah ini mulai berlaku pada hnggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsisumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Mei 2010

GUBERNUR SUMATEM UTAM,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan

pada tanggal 17 Mei 2010

NAIT{GGOI.AN

LEiIBARAI{ DAERAH PROVINSI SUiIATERA UTARATAHUN 2O{O I{OIIOR I


